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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163/PMK.06/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 128/PMK.06/2007

TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan
pengurusan Piutang Negara, perlu melakukan
penyempurnaan kembali Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.06/2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang
Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku pada Departemen Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4313);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat
yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos,
dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan
pengadilan.

(2) Terhadap piutang yang pengurusannya diserahkan oleh
BUMN/BUMD, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda,
ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan
ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah kredit/piutang
dikategorikan macet/jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Terhadap piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal
terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda,
besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap piutang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal
terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban
lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9
(sembilan) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo kecuali
ditetapkan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Koreksi besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan jika
terdapat:

a. pembayaran yang tidak tercatat;

b. kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang; dan/atau

c. sebab lain yang sah.

(2) Koreksi besaran Piutang Negara tidak dapat dilakukan terhadap
perhitungan pembebanan bunga, denda dan/atau ongkos/beban
lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

3. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 62

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan diberi
kewenangan untuk memberikan keringanan hutang dalam bentuk:

a. keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda,
dan/atau ongkos/beban lainnya;

b. keringanan jangka waktu penyelesaian hutang;

c. keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda,
dan/atau ongkos/beban lainnya sekaligus keringanan jangka
waktu; atau

d. konversi satuan mata uang asing ke dalam satuan mata uang
rupiah.
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4. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d,
keringanan jumlah hutang tidak diberikan terhadap Piutang Negara
berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

(1) Keringanan hutang atas piutang dalam satuan mata uang asing
diberikan dengan ketentuan:

a. piutang terjadi sebelum Januari 1998 dan macet sebagai
akibat krisis moneter;

b. sumber utama penghasilan Penanggung Hutang/Penjamin
Hutang dalam satuan mata uang rupiah; dan

c. pelunasan hutang dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan persetujuan
keringanan hutang diterbitkan Kantor Pelayanan.

(2) Keringanan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf
d dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai kurs pada saat
terjadinya hutang dan nilai kurs pada saat persetujuan
keringanan hutang ditetapkan.

(3) Besarnya keringanan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(4) Pemberian keringanan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak disertai dengan pemberian keringanan jumlah hutang
berupa bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya dan/atau
jangka waktu penyelesaian hutang.

6. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Analisis terhadap nilai dan daya laku Barang Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 huruf c tidak dilakukan dengan ketentuan
pada saat keringanan hutang diajukan:

a. sisa hutang pokok paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah);

b. sisa hutang pokok lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak
SP3N diterbitkan;
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c. sisa hutang pokok lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 7 (tujuh) tahun
sejak SP3N diterbitkan;

d. sisa hutang pokok lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
dan pengurusan telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak SP3N
diterbitkan; atau

e. sisa hutang pokok lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah), dan pengurusan telah lebih dari 15 (lima belas) tahun
sejak SP3N diterbitkan.

7. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 107

(1) Pemeriksa diangkat, dibebastugaskan, atau diberhentikan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

(2) Sebelum menjalankan tugasnya, Pemeriksa terlebih dahulu
mengangkat sumpah jabatan menurut agamanya atau
kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor
Wilayah yang membawahi Pemeriksa yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, sumpah jabatan,
pembebastugasan, dan pemberhentian Pemeriksa diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.

8. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 121

(1) Objek Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat
dicegah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan
dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

9. Ketentuan Pasal 123 huruf c dihapus, sehingga Pasal 123 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 123

Pencegahan dapat dilakukan dalam hal:

a. sisa hutang:

1. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

2. kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi
objek Pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik
Indonesia; dan
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